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ABSTRAK

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan
pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, melahirkan generasi
yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan
dijadikan pertimbangan yang matang. Salah satunya yaitu menentukan batas usia
perkawinan. Di Indonesia, aturan batas usia perkawinan pada awalnya diatur
dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu pernikahan diizinkan apabila pria telah
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16
(enam belas) tahun. Namun aturan ini banyak mendapatkan kritikan karena
merugikan perpempuan. Oleh karena itu, aturan tentang batas usia perkawinan
diperbarui pada 14 oktober 2019 menjadi pernikahan diizinkan apabila pria dan
wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam UU No. 16 Tahun
2019. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian terkait
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan
dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan analisis teori Magqasid Syari’ah terhadap
pandangan hakim PA Sleman dalam UU yang baru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) yang sumber datanya dari Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara
mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan
data kemudian dijelaskan. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara pada
tiga hakim di PA Sleman. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu
pendekatan dengan menggunakan hukum Islam yaitu Magqgasid Syari’ah untuk
melihat permasalahan dalam batas usia pernikahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sleman
berpandangan dengan di naikkan batas usia perkawinan akan memberikan
kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang agar memiliki bekal
yang cukup dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Akan tetapi batas usia
perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dianggap belum termasuk usia yang
ideal dalam melaksanakan perkawinan. dengan dinaikan batas usia perkawinan ini
dinilai akan meningkatnya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Adapun
pandangan hakim PA Sleman tehadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16
Tahun 2019, dikaitkan dengan teori Magasid Syari’ah, belum mengcover secara
keseluruhan kelima aspek yang terdapat pada Magasid Syari’ah. Pandangan
hakim PA Sleman hanya lebih terfokus pada aspek memelihara jiwa (Hifdzun-
Nafs) memelihara harta (Hifdzul-Maal) dan memelihara akal (Hifdzul- ‘Aqgl).

Kata Kunci: Magas}id Syari’ah, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin
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MOTTO

“PIAM TIDAK AKAN PERNAH MENYELESAIKAN MASALAH.”

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAL

DENGAN KESANGGUPANNYA, (Terjemanan AL-BARARAH: 226),"

“DAN DIA MENDAPATIMU SEBAGA! SEORANG YANG BINGUNG, LALIUL

DIA MEMBERIMU PETUNJUK. (Terjemahan AD-DUHA: 7),”

“‘MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI URUSAN),

KERJAKANLAH DPENGAN SUNGGUH-SUNGGUH (URUSAN) YANG

LAIN, (Terjemanan AL-INSYIRAH: 7)."

“YUST DO (T
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PERSEMBAHAN
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

I_,Ibtjr;lg Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
& ta’ T Te
& §3° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
Ua Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha
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< fa’ F Ef

é Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O NU{n N En
wWaw( w We

A ha’ H Ha

e Hamzah g Apostrof

< ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh:
J3 Ditulis Nazzala
T Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
dasa Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa

Indonesia,

salat, zakat dan

sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah maka ditulis dengan h.

AP PR Ditulis Karamah al-auliya’
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3. Bila ta 'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

hadliBls Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

i Ditulis A
das Fathah Ditulis fa’ala
; Ditulis |
| .
s Kasrah Ditulis Zukira
3 Ditulis U
cady
T Dammah Ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A
T Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2 o Ditulis T%ns
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis |
fpais Ditulis Tafsil
Dlammah + wawu mati Ditulis U
4 Nl Ditulis Usul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Al

L] Ditulis az-zuhaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au

2| g Ditulis ad-daulah




G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
A Sl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf <1

R

Ditulis

Al-Qur’an

lll

-

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)

nya.
& lanad) Ditulis As-Sama’
Chadd) Ditulis Asy-Syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya
o2 9 Al 93 Ditulis Zawi al-furad
Adial Ditulis Ahl as-sunnah

J.  Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

Xi




oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal
nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Olall 4 J 31 gl (lima’y s Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-
Qur’an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis,
lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh
Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab
misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai
tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah.! Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, lahirnya generasi
penerus yang shalih dan shalihah tentunya memiliki beberapa hal yang
harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang. Salah
satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.?

Dalam hukum Islam tidak secara spesifik mengatur ketentuan
tentang minimal batas usia perkawinan, hanya saja diberikan tanda-
tandanya yakni apabila “mampu” dalam membina rumah tangga. Di dalam
Q.S An-Nisa’ (4) ayat 6 bahwa salah satu syarat dapat dilaksanakannya
sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah
mencapai baligh. Ketentuan baligh terhadap laki-laki yakni telah
mengalami mimpi basah (coitus), sedangkan bagi perempuan telah

mengalami menstruasi/haid.’

! Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah,” Journal
of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1:1 (2016), hIm. 67.

2 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam
Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Jurnal Al-‘4ddalah, Vol. 12:4,( Desember 2015),
him. 808.

% Via Nuraeni, “Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Aktivis
Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita Di Perguruan Tinggi Yogyakarta),” Skripsi
diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). him. 2.



Di dalam Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
berlaku di Indonesia, seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai
usia 21 tahun.* Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak.’
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7
ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah
mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun.®

Selain dalam Undang-undang Perkawinan, ketentuan batas usia
minimal perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Adapun pasal yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan yakni
Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi : “Untuk kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang
telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”’

Namun ketentuan tersebut dianggap merugikan perempuan

karena dirampasnya haknya untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan

pendidikan. Kemudian dari segi kesehatan anak perempuan yang menikah

* Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330. Ayat (1).

® Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

® Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

" Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).



di usia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan dalam
menjalankan proses perkawinan. Selain itu pasal ini dianggap telah
menimbulkan tingginya angka perkawinan dini pada masyarakat.® Sejalan
dengan hal tersebut, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
berpandangan bahwa ketentuan batas usia kawin hendaknya dinaikkan
karena penerapan batas minimal usia kawin pada UU Perkawinan
dianggap kurang relevan untuk saat ini.’

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden
Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974. Adapun pasal yang diubah adalah Pasal 7 ayat 1 yakni “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”
menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*
Dalam pembaharuan aturan tentang batas usia minimal

perkawinan ini tentunya tidak lepas dari pro dan kontra. banyak yang

mendukung dengan adanya pembaharuan aturan ini, salah satunya adalah

8 Samsul Hadi, ”Putusan MK NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judical
Review Pasal 7 Ayat (1)UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif
Maslahah”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11:2 (2018).

% Nizar Abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama
dan Dosen Psikologi UIN Malang, ” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6:2, (Desember
2015).

1% Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1
tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1).



para aktivis gender di wilayah Yogyakarta, berpendapat bahwa
peningkatan batas usia perkawinan ditujukan untuk pemberdayaan
ekonomi dan pendidikan, meningkatkan kesehatan reproduksi dan
psikologis, upaya pencegahan pernikahan anak dan untuk keutuhan rumah
tangga.'’ Adapun pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan aturan
tentang batas usia perkawinan salah satunya hakim di Pengadilan Agama
kelas 1A Tanjung Karang, alasannya karena apabila ketentuan batas usia
perkawinan dinaikkan, dikhawatirkan pengajuan permohonan dispensasi
kawin akan semakin meningkat. Adanya ketentuan batas minimal usia
kawin 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dapat
meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam
masyarakat.'?

Di wilayah D.l.Yogyakarta sendiri, data permohonan dispensasi
kawin tergolong banyak. Tercatat ada 257 perkara mengenai permohonan
dispensasi kawin terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan
September 2019 sebelum disahkannya Undang-undang yang baru.
Pengadilan Agama Sleman menjadi Pengadilan di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta yang paling banyak menerima

permohonan dispensasi kawin dengan jumlah 79 perkara dibandingkan

' Via Nuraeni, “Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Aktivis
Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita Di Perguruan Tinggi Yogyakarta),” Skripsi
diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). him. 60-61

2 Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 Tentang
Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung (2019).



dengan PA Yogyakarta dengan jumlah 31 perkara, PA Bantul dengan
jumlah 72 Perkara, PA Wonosari dengan jumlah 46 perkara, dan PA
Wates dengan jumlah 29 perkara.*®

Oleh karena itu, penyusun Dberinisiatif untuk melakukan
penelitian di pengadilan tersebut. Adapun judul penelitian yaitu
“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Batas Usia
Perkawinan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan (Studi Terhadap
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adanya penelitian ini
yaitu untuk melihat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama
Sleman terhadap pembaharuan batas usia dalam UU No. 16 Tahun 2019,
apakah akan memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudharatan
bagi masyarakat.

Penyusun berharap hakim Pengadilan Agama Sleman akan
memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang
dimilikinya, sehingga pandangannya sebagai narasumber dalam penelitian
ini akan menjadi gagasan baru dalam menyikapi aturan tersebut. Hasil
penelitian ini berupa kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi salah satu
rujukan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menyikapi aturan tentang batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 20109.

3 https://www.pta-yogyakarta.go.id/, diakses tanggal 19 Desember 2019.



https://www.pta-yogyakarta.go.id/

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

diteliti penulis yaitu:
1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap
aturan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana analisis teori Maqasid Syari’ah terhadap pandangan hakim
Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan dalam
UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama
Sleman terhadap aturan batas usia perkawinan dalam UU No.16
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

b. Untuk mendeskripsikan analisis teori Magasid Syari’ah terhadap
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas
usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



2) Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur pengetahuan
bagi para pembaca, khususnya masalah yang berkaitan dengan
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia
perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Secara praktis
Penelitian ini bisa dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam
memutus perkara mengenai pengajuan permohonan dispensasi

kawin.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Ayu Ratna Dewi Ali yang berjudul “Analisis
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 Tentang
Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pandangan
Hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah
tepat, karena apabila batas usia perkawinan dinaikan, dikhawatirkannya

permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat, dan dengan



adanya batas minimal usia tersebut dapat meminimalisir terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan di dalam masyarakat."

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Namun
penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun
lakukan, vyaitu fokus pada penelitian ini adalah pandangan hakim
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 Tentang Tatas Usia
Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan
adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap
aturan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedua, Penelitian Samsul Hadi yang berjudul “Putusan MK No.
22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judical Review Pasal 7 Ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif
Maslahah”. Dalam penelitian ini menunjukan diterimanya permohonan uji
materil Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Pasal
7 ayat (1) ini dianggap bertentangan dengan kesamaan hak dan kedudukan
semua warga Negara yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun

1945. Putusan MK tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat

" Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XI1/2014 Tentang
Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung (2019). him. 99.



Indonesia yaitu kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan di depan hukum
sekaligus untuk memenuhi aspek kematangan fisik, berifikir, psikis,
maupun ekonomi. Putusan ini juga memberikan keadilan bagi warga
Negara yang merasa telah mendapatkan tindakan diskriminatif.*®

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan
tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang
penyusun lakukan. Pada penelitian ini, fokusnya adalah Putusan MK No.
22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judical Review Pasal 7 Ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif
Maslahah. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia
kawin dalam aturan yang baru, yaitu UU No.16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketiga, penelitian karya Mochamad Samsukadi dan Sabrianto yang
berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan
Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun
1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Dalam jurnal ini
dijelaskan bahwa alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut ialah

dengan melihat filosofi dibuatnya Undang-undang batas usia perkawinan

ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar terhindar dari problem

Y Samsul Hadi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judical
Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif
Maslahah,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11:2, (2018), him.183.



10

rumah tangga di kemudian hari akibat kurangnya kedewasaan. Sedangkan
faktanya bahwa kedua calon dilihat dari segi fisik ataupun psikis sudah
cukup mampu dan dewasa untuk melakukan perkawinan, dengan melihat
adanya larangan untuk mendekati perzinaan menjadi kekhawatiran akan
dampak buruknya yang akan berkepanjangan. Selain itu juga melihat dari
kaidah fikih yang mengatakan kemudharatan harus dihilangkan dan
apabila hakim menolak permohonan tersebut, dosa yang berkepanjangan
akan terus berjalan dan dampak dari perzinahan itu cukup luas. Maka
hakim mengabulkan untuk menghilangkan kemudharatan demi
menyampingkan kemashlahatan.'®

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan
tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang
penyusun lakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur
berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Madiun.
Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan
hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia perkawinan
dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan.

1 Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2:2, (Oktober 2017).
him. 214-215.
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Keempat, karya Achmad Asrori yang berjudul “Batas Usia
Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang
Perkawinan Di Dunia Islam”. Tulisan ini dijelaskan tentang pendapat
fukaha tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut
ulama Hanafi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah
mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syafi’l memberikan
batasan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Menurut
mazhab Hanbali, baik laki-laki maupun perempuan 15 tahun. Sedangkan
ulama Maliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di
beberapa anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini
mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara
Islam berbeda satu sama lain."

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Namun
dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun
lakukan, yaitu pada penelitian ini fokusnya adalah batas usia perkawinan
menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-undang perkawinan di
dunia Islam. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap aturan batas
minimal usia kawin yang baru, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

" Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam

Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 124, (Desember 2015).

him. 824
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Kelima, tulisan Nizar Abdussalam yang berjudul “Batas Minimal
Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi
UIN Malang”. Dalam jurnal ini menunjukan bahwa hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Malang dan dosen psikologi UIN Malang sepakat
bahwa batasan usia yang pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat ini. Mereka lebih sepakat
jika batas usia perkawinan dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi
aspek kematangan fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga kehidupan
rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia dapat tercapai.*®

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan
tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang
penyusun lakukan. Pada penelitian ini, fokusnya adalah batas usia kawin
perspektif hakim Pengadilan Agama dan dosen psikologi UIN Malang
terhadap peraturan yang lama yaitu Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.
Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan
hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia kawin
dalam aturan yang baru, yaitu UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun mengambil

kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah ataupun penelitian yang

18 Nizar Abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama
dan Dosen Psikologi UIN Malang, ” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6:2, (Desember
2015). him. 96.
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membahas tentang penelitian yang penyusun lakukan, yaitu Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Batas Usia Perkawinan 19
Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan (Studi Terhadap Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

. Kerangka Teoritik
Di kalangan ulama ushul figh, tujuan hukum itu biasa disebut
dengan magqasid syari’ah, yaitu tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-
ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan
ulama ushul figh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan syariat
menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (al-maslahah),
baik di dunia maupun di akhirat.™
Syekh  Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Figh
merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:?°
a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang
lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk
mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti
shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan

menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji. Demikian juga

9 Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 333.

20 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 223-226.
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ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul,
hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran
tolong-menolong antara orang kaya dan orang fakir.

b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun
nonmuslim. Konsep keadilan dalam Islam mnurut Abu Zahra adalah
menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka
tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, perempuan dan
laki-laki.

c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan
puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka
tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadis
kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlau
secara umum.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan
kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan

menghindari mudharat. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

| é\..al\ g,.l;- o L}j/i el £y>

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah

kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima

2L https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-

lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-figih-islami-
ustadz-kurnaedi-lc/ (diakses tanggal 4 desember 2020)



https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
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perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan perkara
inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak secara spesifik mengatur
ketentuan tentang minimal batas usia perkawinan. Di dalam Q.S An-Nisa’
(4) ayat 6 bahwa salah satu syarat dapat dilaksanakannya sebuah
perkawinan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah mencapai
baligh. Ketentuan baligh terhadap laki-laki yakni telah mengalami mimpi
sedangkan bagi perempuan telah mengalami haid. Batas usia minimal juga
tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara kongkret, para ulama sepakat
bahwa haid merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita dan
mengeluarkan sperma (mimpi) merupakan bukti baligh bagi seorang laki-
laki. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan baligh bagi laki-laki adalah 15
tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, menurut Hanbali
menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah
15 tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkan batasan baligh untuk
laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun, dan menurut ulama Hanafi anak
laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan

perempuan 17 tahun.?

F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

?2 Haris Santoso, “Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif
Imam Mazhab” Skripsi Di Terbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), him. 29.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun
skripsi ini adalah penelitian lapangan atau field research.? Dalam
penelitian ini penyusun terjun langsung ke tempat penelitian untuk
memperoleh data melalui wawancara dan pegamatan. Dalam hal ini
penyusun merujuk kepada Pengadilan Agama Sleman terkait
pandangan hakim terhadap pembaharuan aturan tentang batas minimal
usia kawin.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penelitian yang
bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data
kemudian dijelaskan.?*
3. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Normatif
Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum
Islam yaitu Al-Qur’an maupun Hadis, kaidah-kaida ushul figh, dan

pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.® Adapun

2 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), him. 8.
% Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004), him. 128.

% Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2007), him. 153.
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pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu magasid
syari’ah.
4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara
Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-
keterangan melalui pertanyaan yang diajukan penyusun kepada
orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam
penyusunan skripsi ini adalah wawancara kepada tiga hakim
Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.”® Dalam hal ini penyusun melakukan
penelusuran dan pengkajian kepustakaan dengan cara membaca,
memahami, dan menganalisa di berbagai Undang-undang, buku-
buku, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan

yang penyusun buat.

5. Analisis Data
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara
kualitatif dengan metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah

sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan

%% Husaini Husman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), him. 73.
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cermat dengan pengumpulan data dan tertuju pada penyusunan teori
yang disimpulkan.’” Dengan berfikir induktif yaitu proses berpikir
untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku
umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini
data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tiga hakim

Pengadilan Agama Sleman, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan
penelitian yang sistematis skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini
menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan
pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk
memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya,
kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa
permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode
yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis
penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti

serta sistematika pembahasan.

27 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 84.
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Bab kedua, yakni berisi tentang gambaran awal tentang gambaran
umum perkawinan dan maqasid syari’ah meliputi pengertian perkawinan,
syarat-syarat perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan,
pembahasan usia perkawinan dalam Al-Qur’an, usia perkawinan dalam
fikih, usia perkawinan dalam Perundang-undangan, lahirnya UU No. 16
Tahun 2019 dan magasid syari’ah.

Bab ketiga, yakni berisi tentang data lapangan atau objek data yang
menjadi fokus penelitian, yaitu sejarah dan letak geografis Pengadilan
Agama Sleman, susunan organisasi Pengadilan Agama Sleman, susunan
hakim Pengadilan Agama Sleman, data penerimaan permohonan
dispensasi kawin Pengadilan Agama Sleman, dan hasil wawancara hakim
Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat, yakni berisi tentang penganalisaan terhadap pokok
pembahasan penyusun, Yyakni pandangan hakim Pengadilan Agama
Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019
serta pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas
usia perkawinan yang baru terhadap pengajuan permohonan dispensasi
kawin dengan berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil
penelitian.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan mengenai
pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia
perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta pandangan hakim

Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan yang baru
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terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin guna melihat

kekurangan untuk pengembangan yang lebih baik.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penyusun lakukan,

maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum hakim Pengadilan Agama Sleman mendukung
dengan adanya pembaharuan batas usia perkawinan dalam UU
No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas)
tahun. Akan tetapi batas usia perkawinan yang sekarang dianggap
belum termasuk usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan.
Namun, hal ini akan lebih memeberikan kesempatan bagi
perempuan untuk tumbuh dan berkembang agar memiliki bekal
yang cukup dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. dengan
di naikan batas usia perkawinan ini di nilai akan membuat
meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
Karena pada batas usia yang sebelumnya, angka dispensasi
perkawinan di Pengadilan Agama sudah tergolong banyak,
tentunya dengan dinaikan batas minimal usia perkawinan ini akan
berdampak dengan bertambahnya angka pengajuan dispensasi di

Pengadilan Agama.
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2. Adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap

pembaharuan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dikaitkan dengan teori maqasid syari’ah  maka
pandangan dari hakim Pengadilan Agama Sleman belum
mengcover secara keseluruhan kelima aspek yang terdapat pada
magqasid syari’ah. Karena pandangan hakim Pengadilan Agama
Sleman hanya lebih terfokus pada aspek memelihara jiwa
(Hifdzun-Nafs), memelihara harta (Hifdzul-Maal), dan memelihara
akal (Hifdzul-Aqgl). Seharusnya para hakim bisa memberikan
pandangannya dari berbagai aspek yang terdapat dalam magasid
syari’ah, agar masyarakat terbebas dari kerusakan dan dapat

menjalankan kehidupan yang mulia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyusun memberikan saran sebagai

1. Untuk pemerintah agar dapat mensosialisasikan kepada

masyarakat tentang dampak dari pergaulan bebas dan perlu
adanya pengawasan di tempat rekreasi, wisata dll. Karena
mayoritas penyebab banyaknya angka dispensasi kawin ialah
dampak dari pergaulan bebas tersebut yang mengakibatkan

diharuskannya remaja untuk menikah dini.
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2. Para orang tua selaku orang yang paling penting dalam masa
pertumbuhan anak agar dapat membina, mendidik, serta
melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak terlibat dalam

pergaulan bebas.
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